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PUTUSAN

Nomor 713/Pdt.G/2020/PA.Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Rengat  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam  sidang majelis hakim  telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 Agustus 1990, agama Islam,

pekerjaan  Karyawan  Swasta,  Pendidikan  Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Tuanku

Tambusai  Rt.008  Rw.004  Desa  Rawa  Bangun

Kecamatan Rengat  Kabupaten Indragiri  Hulu Provinsi

Riau,, Desa Rawa Bangun, Rengat, Kab. Indragiri Hulu,

Riau sebagai  Penggugat;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Kuala Lumpur, 06 Juni 1990, agama Islam,

pekerjaan  Karyawan  Swasta,  Pendidikan  Sekolah

Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat  kediaman  di  Perum

Pandau  Permai  Blok  B  20  No.14  Kelurahan  Pandau

Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi

Riau,,  Desa  Pandau  Jaya,  Siak  Hulu,  Kab.  Kampar,

Riau sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  dan  telah  memeriksa  bukti-

bukti yang diajukan di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2020

telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di
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Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Rengat,  dengan  Nomor

713/Pdt.G/2020/PA.Rgt,  tanggal  08 Desember 2020,  dengan dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan

pada 13 Desember  2013,  yang dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu

dengan  bukti  Kutipan  Akta  Nikah  No.404/18/XII/2013  tertanggal  13

Desember 2013;

2. Bahwa  sesaat  sebelum memulai  akad  nikah  status  Penggugat

adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dan  Tergugat

bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perum Pandau Permai

hingga berpisah;

4. Bahwa selama menikah Penggugat  dan Tergugat  telah bergaul

sebagaimana layaknya suami isteri  dan telah dikaruniai  3 (tiga) orang

anak yang masing-masing bernama :

1. GHAZIYA HAFIZAH binti M. SYAHRIZAL, tempat dan tanggal lahir

di Rengat, 14 September 2014;

2. AZZAHRA BARRAH  SAIQA Binti  M.  SYAHRIZAL,  tempat  dan

tanggal lahir di Pekanbaru , 16 Oktober 2017;

saat ini anak-anak berada di dalam asuhan dari Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat

dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi pertengkaran

secara terus-menerus pada bulan  Desember 2015 terjadi pertengkaran

yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :

a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Jenny Fifi Lestari

dan bahkan saat ini Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut

dan memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi

pada bulan November 2019 yang mana puncak pertengkaran tersebut

terjadi karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang

selingkuh dengan wanita lain;
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Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah

adalah Penggugat sejak November 2019 hingga sekarang;

b. Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi;

7. Bahwa  semenjak  puncak  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat  terjadi,  sudah  pernah  didamaikan  oleh  kedua  belah  pihak.

Namun,  tidak  menemukan  solusi  dari  permasalahan  yang  terjadi

sehingga  Penggugat  dan  Tergugat  memutuskan  untuk  bercerai  atau

berpisah;

8. Bahwa  dengan  keadaan  tersebut  diatas,  Penggugat  merasa

rumah  tangga  dengan  Tergugat  tidak  bisa  dipertahankan  karena

Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

9. Bahwa  adapun  tujuan  Penggugat  selain  menggugat  cerai,

Penggugat juga bermohon agar ditetapkan kepada Penggugat sebagai

pemegang  hak  hadhonah (pemeliharaan)  atas  anak  Penggugat  dan

Tergugat  yang  bernama  GHAZIYA  HAFIZAH  binti  M.  SYAHRIZAL,

tempat dan tanggal lahir di Rengat, 14 September 2014 danAZZAHRA

BARRAH  SAIQA Binti  M.  SYAHRIZAL,  tempat  dan  tanggal  lahir  di

Pekanbaru , 16 Oktober 2017;

a. Adapun yang menjadi dasar Penggugat mengajukan permohonan

hak hadhonah (pemeliharaan) adalah sebagai berikut:

- Bahwa  anak  tersebut  pada  poin  9  (sembilan)  masih  di

bawah  umur  yang  masih  membutuhkan  kasih  sayang  dari

Penggugat sebagai ibunya;

- Bahwa Penggugat  memiliki  pekerjaan yang layak dan di

rasa  cukup  untuk  membiayai  anak  tersebut  dalam  hal

pendidikannya  dan  kebutuhan  sehari-harinya  hingga  anak

tersebut dewasa/mandiri;

- Bahwa Tergugat memiliki 2 (dua) anak laki-laki dari wanita

lain sehingga ditakutkan akan berprilaku tidak adil terhadap anak

Penggugat;
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b. Bahwa  oleh  karena  anak  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut

berada  dalam  hadhonah  (pemeliharaan)  Penggugat  maka  segala

biaya  yang  timbul  terhadap  anak  juga  harus  Tergugat  tanggung

sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulannya

hingga nantinya anak dewasa/mampu hidup mandiri;

c. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dan dianggap

memiliki  penghasilan perbulannya sekitar sebesar Rp. 5.000.000 ,-

(lima juta rupiah) setiap bulannya sehingga di pandang mampu untuk

membiayai anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas,

maka  dengan  ini  Penggugat  memohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama

Rengat  Cq.  Majelis  Hakim yang memeriksa  dan memutus perkara  ini  untuk

menentukan  hari  persidangan  dan  kemudian  memanggil  Penggugat  dan

Tergugat  guna  memeriksa  dalil-dalil  gugatan  yang  telah  diuraikan  diatas

selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan jatuh Talak Satu Bain Shugro Tergugat Xxx terhadap

Penggugat Xxx;

3. Menetapkan  Penggugat  sebagai  pemegang  hak  hadhonah

(pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

a.GHAZIYA HAFIZAH binti M. SYAHRIZAL, tempat dan tanggal lahir

di Rengat, 14 September 2014;

b.AZZAHRA BARRAH  SAIQA Binti  M.  SYAHRIZAL,  tempat  dan

tanggal lahir di Pekanbaru , 16 Oktober 2017;

4. Menetapkan biaya hadhonah (pemeliharaan) anak Penggugat dan

Tergugat  sebesar  Rp. 2.500.000,-  (dua juta  lima ratus rupiah)   setiap

bulannya dan menyerahkannya hanya kepada Penggugat sampai anak

tersebut dewasa/mandiri;

5. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  hadhonah

(pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat Rp. 2.500.000,- (dua juta
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lima ratus rupiah)  setiap bulannya dan menyerahkannya hanya kepada

Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

6. Membebankan  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan  ketentuan

peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Subsidair:

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang

seadil-adilnya.”

 

Bahwa  pada  persidangan  yang telah  ditetapkan  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas)  tanggal  11 Desember 2020  yang dibacakan di persidangan, Tergugat

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil  gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  Penggugatan

Penggugat yang maksud dan  tujuannya  tetap dipertahankan oleh Penggugat,

namun Penggugat mencabut gugatannya tentang Hadhanah dan nafkah anak;

Bahwa  untuk menguatkan  dalil-dalil  gugatannya, Penggugat  telah

mengajukan bukti berupa:

A.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bukti Surat:

1.   Fotokopi  Kartu Tanda Penduduk  Nomor: 1402014708900002

atas  nama  Penggugat,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  dinas
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kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal

15 Maret  2018,  fotokopi  tersebut  sudah bermeterai  cukup dan telah

dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan

aslinya ternyata cocok (Bukti P.1) ;

2.   Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor 404/18/XII/2013 tertanggal

13  Desember  2013  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Urusan

Agama  Kecamatan  Pasir  Penyu,  Kabupaten  Indragiri  Hulu,  tanggal

03  Juli  2005,  fotokopi  tersebut  sudah  bermeterai  cukup  dan  telah

dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan

aslinya ternyata cocok. (Bukti P.2).

B.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bukti Saksi:

1. Yeni Suryani binti Minin Sunarto, tempat tanggal lahir Ukui, tangga

05  Mei  1992  (umur  28  tahun),  agama  Islam,  pekerjaan  Ibu  rumah

tangga,  bertempat  tinggal  di  RT.002  RW.003,  Desa  Kuantan  Babu,

Kecamatan Rengat,   Kabupaten Indragiri  Hulu.   Setelah  bersumpah

telah memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kenal

dengan Tergugat.

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat menikah pada bulan Desember

2013 di Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu.

- Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dan  Tergugat

bertempat tinggal  di  rumah kediaman bersama di  Perum Pandau

Permai hingga berpisah.

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak

dan anak-anak tersebut sekarang bersama Penggugat.

- Bahwa  antara Penggugat  dan Tergugat pada  awal pernikahan

rukun dan harmonis saja, namun semenjak bulan Desember 2015

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa penyebab pertengkaran adalah  Tergugat sudah menikah

secara siri dengan perempuan lain dan Tergugat mengakui sendiri

kepada saksi dan bahkan sudah mempunyai anak, Tergugat tidak
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memberi  nafkah  kepada  Penggugat,  dan  Tergugat  tidak

bertanggungjawab terhadap keluarganya.

- Bahwa Saksi  seringkali melihat dan  mendengar Penggugat dan

Tergugat bertengkar.

- Bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  berpisah  tempat

tinggal semenjak bulan November 2019 yang lalu sampai sekarang

tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-

istri yang baik dan tidak tidak ada berkomunikasi.

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.

- Bahwa  Selama  pisah  rumah  Tergugat  tidak  pernah  memberi

nafkah kepada Penggugat.

2.  Isa  M  ulyati  binti  Unang  Syahroni,  tempat  tanggal  lahir

Pekanbaru,  tanggal  07  Juli  1993  (umur  27  tahun),  agama  Islam,

pekerjaan Wiraswasta,  bertempat  tinggal  di  Jalan  Tuanku Tambusai,

RT.008 RW.004, Desa Rawa Bangun, Kecamatan Rengat,  Kabupaten

Indragiri  Hulu,  Setelah  bersumpah  telah  memberikan  keterangan

sebagai berikut.

- Bahwa saksi adalah SAUDARA KANDUNG pENGGUGAT.

- Bahwa  Penggugat   dan  Tergugat  menikah  pada  pada  bulan

Desember  2013 di  Kecamatan  Pasir  Penyu,  Kabupaten  Indragiri

Hulu.

- Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dan  Tergugat

bertempat tinggal  di  rumah kediaman bersama di  Perum Pandau

Permai hingga berpisah.

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak

dan anak-anak tersebut sekarang bersama Penggugat.

- Bahwa  antara Penggugat  dan Tergugat pada  awal pernikahan

rukun dan harmonis saja, namun semenjak bulan Desember 2015

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa penyebab pertengkaran adalah  Tergugat sudah menikah

secara siri dengan perempuan lain dan Tergugat mengakui sendiri

kepada saksi dan bahkan sudah mempunyai anak, Tergugat tidak
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memberi  nafkah  kepada  Penggugat,  dan  Tergugat  tidak

bertanggungjawab terhadap keluarganya.

- Bahwa Saksi  seringkali melihat dan  mendengar Penggugat dan

Tergugat bertengkar.

- Bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  berpisah  tempat

tinggal semenjak bulan November 2019 yang lalu sampai sekarang

tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-

istri yang baik dan tidak tidak ada berkomunikasi.

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.

- Bahwa  Selama  pisah  rumah  Tergugat  tidak  pernah  memberi

nafkah kepada Penggugat ;

Bahwa  Penggugat  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana  terurai di atas ;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang dipanggil  secara  resmi  dan  patut

akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut

harus diperiksa secara verstek;

Menimbang,  bahwa   majelis  telah  berusaha  menasehati  Penggugat

agar  dapat  bersabar  dan  tetap  mempertahankan  rumah  tangganya  dengan

Tergugat namun tidak berhasil ;
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Menimbang, bahwa usaha damai dengan jalan mediasi sebagaimana

kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat

tidak hadir ke persdangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan  Pasal 149 ayat (1) R.Bg,

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis  hakim

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2 dan oleh majelis bukti-

bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta

dapat  dinilai  telah memenuhi  syarat formil  sebagai  sebuah alat  bukti  karena

telah  sesuai  dengan  kehendak  Pasal  2  ayat  3  Undang-Undang  Nomor  13

Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang  bahwa  secara  materil  alat  bukti  P.1  menunjukkan  bahwa

Penggugat  adalah  warga  Kabupaten  Indragiri  Hulu,  sedangkan  bukti  P.2

menunjukkan bahwa antara Penggugat dan  Tergugat telah dan masih terikat

perkawinan sejak  tanggal  13 Desember 2013  sehingga majelis  berpendapat

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg maka alat bukti tersebut telah

memiliki  nilai  kekuatan pembuktian,  dan Penggugat  memiliki  Legal  Standing

dalam mengajukan perkara ini ;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  Penggugat  (Yeni  Suryani  binti  Minin

Sunarto dan Isa M ulyati binti Unang Syahroni) sudah dewasa, berakal sehat,

dan  sebelum  memberikan  keterangannya  telah  disumpah  terlebih  dahulu,

sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1)

R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

mengenai  tidak rukunnya lagi  rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat

seringnya  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat,  dan  juga  karena  seringnya  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

antara Penggugat  dan Tergugat  karena Tergugat  sudah menikah secara siri

dengan  perempuan  lain  dan  Tergugat  mengakui  sendiri  kepada  saksi  dan
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bahkan  sudah  mempunyai  anak,  Tergugat  tidak  memberi  nafkah  kepada

Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarganyaadalah

fakta yang relevan dengan dalil-dalil  yang harus dibuktikan oleh Penggugat,

oleh  karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang,  bahwa dari  bukti-bukti  yang diajukan Penggugat  tersebut

diperoleh fakta-fakta kejadian antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal  13

Desember 2013.

- Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain ;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

sejak bulan November 2019,  sampai sekarang dan mereka tidak saling

perdulikan lagi ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta tersebut  di  atas  majelis

menilai  bahwa bukti-bukti  yang diajukan Penggugat telah dapat  menguatkan

dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum

sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat

perkawinan sejak tanggal   13 Desember 2013 dan  Penggugat adalah

pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

- Bahwa  alasan  Penggugat  untuk  bercerai  telah  memenuhi

kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
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- Bahwa upaya damai sesuai  dengan kehendak Perma Nomor 1

Tahun  2016  tidak  dapat  dilakukan  karena  Tergugat  tidak  hadir  ke

persidangan;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  terbukti

bahwa  alasan  Penggugat  untuk  bercerai  dengan  Tergugat  telah  memenuhi

kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun

peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari,

namun  apabila  salah  satu  pihak  atau  keduanya  sudah  menginginkan

perceraian,  maka  untuk  menghindari  fitnah  dan  dosa  yang  lebih  besar,

dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang,  bahwa  memperhatikan  apa  yang  telah  dipertimbangkan

diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan

rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina

dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam

Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 dan 77 ayat (1)

dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis

berpendapat  bahwa  alasan  perceraian  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh

dalam  kitab  Ghaayatul  Maram  Lis  Syaihil  Majdi,  yang  diambil  alih  menjadi

pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

القاضى         عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد واذ

طلقة

Artinya :  Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,

maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami

terhadap isterinya dengan thalak satu ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk

bercerai  dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup

beralasan  sehingga  oleh  karenanya   gugatan  Penggugat  tersebut  dapat

dikabulkan;

Menimbang  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  datang

menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

maka sesuai  dengan ketentuan Pasal  149 ayat  (1)  Rbg perkara  ini  diputus

dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang,  bahwa  karena  terjadinya  perceraian  ini  atas  adanya

gugatan  cerai  dari  pihak  istri  (Penggugat),  maka  sesuai  dengan  ketentuan

Pasal 114 dan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf  f Kompilasi Hukum Islam, maka

majelis  akan  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra  Tergugat  terhadap

Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk

kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang,  bahwa  sehubungan  dengan  perceraian  tersebut  maka

Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama  3 (tiga) kali

suci   sekurang-kurangnya  90  hari  terhitung  sejak  putusan  ini  mempunyai

kekuatan  hukum  tetap,   sesuai  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun  1975  Pasal  39  ayat  (1)  huruf  b  juncto Kompilasi  Hukum  Islam  di

Indonesia Pasal 153 ayat  (2)  huruf b ;

Menimbang, bahwa karena perkara  a quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua  Pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil  secara resmi  dan patut  untuk

menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat

(Xxx);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  sejumlah

Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

 Demikian  putusan ini  dijatuhkan dalam rapat  permusyawaratan

Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020

Masehi, bertepatan dengan tanggal  01 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami

Dra. Murawati, M.A.  sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Dra.

Hj.  Dewi  Warti  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh

Hertina,  B.A.  sebagai  Panitera Pengganti  serta  dihadiri  oleh Penggugat  dan

tanpa hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Ketua Majelis,

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Dewi Warti
Panitera Pengganti,

Hertina, B.A.

Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran  Rp30.000,00 
   2.  Proses  Rp50.000,00 
  3.  Panggilan  Rp290.000,00 
  4.  Redaksi  Rp10.000,00 
  5.  Meterai  Rp6.000,00 

    Jumlah Rp406.000,00
    ( empat ratus enam ribu rupiah ) 
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